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ABSTRAK


Dewasa ini adanya wacana pemerintah yang ingin menggunakan dana ibadah haji untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur masih ramai diperbincangkan. Wacana ini menuai kontroversi di masyarakat baik yang mendukung maupun yang menolak gagasan ini. Pada skripsi tesis ini yang menjadi identifikasi masalahnya adalah:Bagaimanakah kewenangan Negara dalam pengelolaan dan penggunaan dana ibadah haji dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji; Permasalahan hukum apa yang terjadi dalam hal pengelolaan dan penggunaan dana ibadah haji diluar dari ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji; dan Bagaimana seharusnya kewenangan Negara dalam pengelolaan dan penggunaan dana ibadah haji untuk kepentingan ekonomi nasional.
Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif yakni suatu metode pendekatan yang melihat permasalahan yang diteliti dengan menitik beratkan pada data sekunder, dan mencoba untuk menginventarisasi serta mengkaji asas-asas dan norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yurisprudensi serta hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Sementara itu Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. 
Kewenangan Negara dalam pengelolaan dan penggunaan dana ibadah haji yang yang dijalankah oleh organnya yaitu Badan Pengelola Keuangan Haji meliputi: menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat; dan melakukan kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan Keuangan Haji, namun kewenangan tersebut dibatasi dengan tujuan yaitu meningkatkan: kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji; rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH; dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam; Permasalahan hukum yang terjadi dalam hal pengelolaan dan penggunaan dana ibadah haji diluar dari ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, yaitu adanya Perbuatan Melanggar Hukum karena Investasi Keuangan Haji dilakukan dengan cara:   dalam bentuk produk perbankan syariah; dalam bentuk surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya; sesuai prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas; dan investasi Keuangan Haji wajib dilakukan pengelolaan risiko; dan  Dalam rangka kewenangan negara dalam pengelolaan dan penggunaan dana ibadah haji untuk kepentingan ekonomi nasional, Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat perlu meninjau ulang Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dengan mengatur secara tegas mengenai bentuk-bentuk investasi langsung serta mengatur secara tegas mengenai kemaslahatan umatyang termasuk di dalamnya adalah masyarakat luas dalam rangka kepentingan ekonomi nasional, sepanjang pengelolaan dan penggunaanya tidak mengabaikan prinsip syariah dan memperhatikan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat serta likuiditas. Saran yang dapat penulis kemukakan salah satunya adalah Guna memanfaatkan dana haji oleh Negara dalam bentuk pinjaman, pemerintah perlu meninjau ulang Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dengan mengatur secara tegas mengenai bentuk-bentuk investasi langsung serta mengatur secara tegas mengenai kemaslahatan umat yang termasuk di dalamnya adalah masyarakat luas dalam rangka kepentingan ekonomi Nasional. 
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ABSTRACT

Today the discourse of the government who wants to use the funds for pilgrimage to finance infrastructure development is still busy discussed. This discourse reaps controversy in both supportive and rejecting societies. In this thesis thesis the problem identification is: How the authority of the State in the management and use of the hajj fund is connected with Law Number 34 Year 2014 on Haj Financial Management; The legal issues that occur in the management and use of the haj funds are outside the provisions of Law Number 34 Year 2014 on Financial Management of Hajj; and How should the authority of the State in the management and use of haj funds for the benefit of national economy.
The method used is a normative juridical approach that is an approach that saw the problems studied by focusing on secondary data, and trying to inventory and review the principles and legal norms contained in various legislation, jurisprudence and the common law prevailing in society. Meanwhile specifications used in this study is a descriptive analysis, which describes the various laws and regulations associated with the applicable legal theories and practice of positive law related to the problems studied.
State authorities in the management and use of the Hajj funds that are organized by the organs of the Haj Financial Management Agency include: placing and investing Hajj Finance in accordance with sharia principles, prudence, security, and value of benefits; and cooperate with other institutions in the context of management of Hajj Finance, but the authority is limited to the purpose of improving: the quality of Hajj; rationality and efficient use of BPIH; and benefits for the benefit of Muslims; Legal issues that occur in the management and use of haj funds outside the provisions of Law No. 34 of 2014 on Financial Management of Hajj, namely the existence of Unlawful Acts for Financial Investment Hajj conducted by: in the form of Islamic banking products; in the form of securities, gold, direct investment and other investments; in accordance with sharia principles by considering the aspects of security, prudence, value of benefits, and liquidity; and Hajj Financial investments must be carried out risk management; and In the framework of the state authorities in the management and use of haj funds for the benefit of the national economy, the President and the House of Representatives need to review Law No. 34 of 2014 on Haj Financial Management by strictly regulating the forms of direct investment as well as strictly regulating concerning the benefit of the people, including the wider community within the framework of the national economic interests, as long as the management and its use do not ignore the principles of sharia and pay attention to aspects of security, prudence, value of benefits and liquidity. Suggestions that one can author one of them is To utilize the haj funds by the State in the form of loans, the government needs to review Law No. 34 of 2014 on Financial Management Hajj by strictly regulating the forms of direct investment and strictly regulate the welfare of the Ummah which includes the general public in the context of national economic interests.
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